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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan predikat 

birokrasi berkelas dunia pada tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) berupaya melakukan 

transformasi digital untuk menciptakan kantor modern melalui layanan pertanahan 

berbasis elektronik (Muhammad 2020). Kementerian ATR/BPN menerbitkan 

regulasi mengenai layanan informasi pertanahan secara elektronik yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 5 Tahun 2017 sebagai salah satu upaya untuk mendukung 

tercapainya tujuan tersebut. Dalam Pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa 

layanan informasi pertanahan dapat diberikan secara elektronik melalui sistem 

elektronik. Selanjutnya, persyaratan permohonan dalam pelaksanaan layanan 

informasi pertanahan secara elektronik dilampirkan dalam bentuk dokumen 

elektronik sebagaimana yang dimuat pada Pasal 5 ayat (4). Layanan elektronik 

pertanahan merupakan salah satu strategi untuk percepatan layanan pertanahan dan 

stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (Purnama 2021). 

Awal tahun 2021, tepatnya pada tanggal 12 Januari, Menteri ATR/Kepala 

BPN telah mengesahkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Peraturan ini 

menjabarkan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah yang dapat dilakukan secara 

elektronik/online dan hasil dari kegiatan ini berupa data, informasi elektronik, 

dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3. Terbitnya 

peraturan ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat karena banyak informasi 

simpang siur yang beredar sehingga menjadi multi-tafsir. Terhadap kondisi 

tersebut, Nirmawati (2021) menegaskan bahwa sertipikat elektronik akan dilakukan 

secara bertahap melalui pilot project di beberapa wilayah. Skala priotitas untuk 

penerbitan sertipikat elektronik yaitu untuk tanah-tanah yang merupakan aset milik 

pemerintah dan BUMN. 
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Sejalan dengan hal tersebut, pada Pasal 49 ayat (1) UU No 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa barang milik Negara/Daerah 

berupa tanah yang dikuasai oleh pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas 

nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

Tujuannya adalah agar dapat menjamin kepastian hukum sebagai upaya untuk 

pengamanan aset-aset Pemerintah dan menertibkan penggunaan/pemanfaatan 

tanah. Selanjutnya, pada Pasal 299 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah memuat bahwa pengamanan hukum terhadap tanah dilakukan pada 

tanah yang belum memiliki sertipikat dan tanah yang sudah memiliki sertipikat 

namun belum atas nama pemerintah daerah. 

Santosa (2021) menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota 

Pontianak terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki, salah satunya 

penertiban aset-aset berupa tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum dan 

fasilitas sosial. Terdapat sebanyak 3.946 bidang tanah merupakan aset Pemerintah 

Kota Pontianak yang harus disertipikatkan (Santosa 2021). Bidang tanah tersebut 

terdiri dari 761 bidang tanah yang sudah bersertipikat namun belum atas nama 

pemerintah dan 3.185 bidang tanah belum bersertipikat. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan inventarisasi aset-aset yang ada, yakni dengan membenahi pengarsipan, 

pendataan maupun pensertipikatan terhadap aset-aset yang dimiliki. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, terbentuk Memorandum of 

Understanding (MoU) yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara 

Pemerintah Kota Pontianak dengan Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor 

6/SP-IV/2019 dan Nomor 150/SKB-UP.04/IV/2019 tentang Pendaftaran Tanah, 

Penanganan Permasalahan Aset Tanah, dan Pengintegrasian Data Pertanahan 

dengan Perpajakan Daerah. Kesepakatan bersama tersebut kemudian dipertegas 

kembali melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan 

Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor 8/SP-IV/2019 dan Nomor 151/SKB-

UP.04/IV/2019 tentang Sertipikasi Tanah Aset dan Fasilitasi Penyelesaian 

Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Kota, Dukungan Pelaksanaan Pendaftaran 
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Tanah Sistematis Lengkap, Redistribusi Tanah, Pemberdayaan Hak Atas Tanah 

Masyarakat/Bina Penerima Tanah, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pemanfaatan Peta 

Zona Nilai Tanah di Kota Pontianak (Santosa 2021). Selanjutnya, Santosa (2021) 

menyatakan bahwa perjanjian kerja sama tersebut menjadi landasan untuk 

menetapkan target pada tahun 2021, terdapat 1.000 bidang tanah yang sudah 

dianggarkan untuk pensertipikatan tanah aset atas nama Pemerintah Kota 

Pontianak. Selain itu, Kantor Pertanahan Kota Pontianak juga dihadapkan dengan 

banyaknya beban pekerjaan yang menjadi target pada tahun ini, yaitu target desa 

lengkap, peningkatan kualitas data K4, Zona Nilai Tanah, dan pekerjaan lainnya. 

Sementara itu, menurut Setiawan terdapat beberapa kendala yang selama ini 

dihadapi dalam pensertipikatan tanah aset pemerintah, antara lain (a) pengumpulan 

data fisik dan yuridis lebih lama; (b) penunjukkan lokasi yang tidak tepat karena 

penunjuk batas tidak mengetahui pasti letak dan batas tanahnya; (c) minimnya 

perencanaan karena data spasial dan yuridis tidak lengkap sehingga petugas ukur 

ke lapangan tanpa membawa peta kerja yang berakibat pada hasil pengukuran tidak 

clean & clear dan pengukuran bidang tanah harus dilakukan lebih dari satu kali; (d) 

dengan beragam kendala yang dihadapi, mengakibatkan penyelesaian pekerjaan 

menjadi lebih lama dari jangka waktu yang telah ditetapkan dan berkas yang telah 

diinput ke aplikasi komputerisasi kantor pertanahan (KKP) terhitung sebagai 

tunggakan pekerjaan (komunikasi pribadi, 4 Januari 2021). Disamping itu, 

Bandhono menjelaskan bahwa karakteristik penggunaan tanah aset Pemerintah 

Kota Pontianak cukup beragam seperti fasilitas sosial berupa tanah kosong dan 

tanah yang terdapat bangunan di atasnya, serta fasilitas umum berupa jalan yang 

meliputi jalan lingkungan dan jalan kota (komunikasi pribadi, 6 Januari 2021). 

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan awal yang baik sebelum petugas 

ukur melakukan pengukuran di lapangan dengan didukung kelengkapan data fisik 

dan yuridis. Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan 

pendaftaran tanah terhadap tanah aset instansi/pemerintah juga lebih kompleks 

(karakteristik perolehan setiap bidang tanah beragam menyebabkan dokumen yang 

harus dilengkapi berbeda-beda) dan lebih banyak (melengkapi surat pernyataan aset 
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dan melengkapi dokumen untuk pelepasan hak terhadap tanah yang sudah 

bersertipikat namun belum atas nama pemerintah). Sementara itu, aplikasi 

Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang berfungsi untuk melakukan 

manajemen seluruh kegiatan pelayanan pertanahan secara digital belum membatasi 

penggunaannya dalam hal pelayanan untuk masyarakat umum dengan 

instansi/pemerintah. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melakukan monitoring 

berkas dan menyajikan pelaporan. 

Menghadapi permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Pontianak perlu 

menyiapkan strategi melalui pembangunan sistem informasi yang dapat membantu 

penyelenggaraan pendaftaran tanah aset Pemerintah Kota Pontianak secara serentak 

dengan didukung oleh aturan-aturan yang berlaku. Perkembangan teknologi saat ini 

memberikan kemudahan bagi banyak pihak, salah satunya dengan membangun 

sistem informasi berbasis web yang sifatnya fleksibel dan lebih ringan, serta dapat 

memberikan input berupa data spasial secara mudah. Dalam hal ini, pengguna 

merupakan petugas atau administrator pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan 

Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota 

Pontianak, sehingga akan lebih familiar dan lebih mudah untuk menggunakan 

laptop ataupun personal computer (PC) dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, 

serta melakukan analisis pekerjaan, seperti pengolahan data spasial, updating data, 

dan verifikasi berkas. Selain itu, kondisi saat ini menuntut pemegang hak atas tanah 

untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pendaftaran tanah. Salah satu bentuk 

partisipasi tersebut dapat dilakukan pemegang hak dengan melakukan pendaftaran 

layanan elektronik dengan meng-upload scan dokumen persyaratan dan melakukan 

deliniasi pada bidang tanah sehingga lokasi tanah dapat dipastikan terlebih dahulu. 

Hal ini akan memberikan manfaat berupa tersedianya warkah digital pada tahap 

awal sejak berkas permohonan didaftarkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pendaftaran tanah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan 

kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, tidak terkecuali tanah-tanah 

aset yang dikelola oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk 
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menata dan mengelola sumber daya alam, salah satunya di bidang pertanahan. 

Tujuan lainnya dari pendaftaran tanah ialah tercapainya tertib administrasi 

pertanahan. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai upaya pengamanan tanah-

tanah aset pemerintah melalui pensertipikatan atas nama pemerintah sesuai dengan 

wilayah pemerintahannya. Hak yang dapat diberikan kepada pemerintah berupa 

Hak Pakai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 

Tahun 1996. Dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN 

telah melakukan inovasi yang cukup pesat untuk memudahkan layanan di bidang 

pertanahan. Namun aplikasi yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi semua 

kebutuhan pengguna. Salah satunya dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah 

aset pemerintah tentu diperlukan integrasi data antara daftar aset yang dimiliki 

pemerintah dengan sistem pendaftaran tanah yang diselenggarakan di kantor 

pertanahan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan sistem 

monitoring dan pelaporan dimulai dari berkas didaftarkan sampai dengan 

menghasilkan produk sertipikat. Selain itu, terdapat kendala dalam pengumpulan 

data yuridis dan data fisik, sehingga perlu dibuat sistem yang dapat melakukan 

pendaftaran tanah secara elektronik dengan harapan berkas yang didaftarkan 

merupakan berkas yang sudah lengkap persyaratannya. 

 

C. Batasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan batasan masalah sehingga dapat terfokus pada 

masalah yang dihadapi dalam membangun sistem informasi. Adapun batasan 

masalah tersebut meliputi: 

1. Pengumpulan data melalui sistem informasi hanya sebatas pada dokumen 

permohonan untuk perolehan hak pakai Pemerintah Kota Pontianak. 

2. Alur yang dibuat pada sistem informasi hanya terbatas pada permohonan layanan 

pendaftaran tanah untuk perolehan hak pakai. 

3. Evaluasi pengguna dilakukan melalui perbaikan sistem berdasarkan masukan 

dari kelompok uji coba yang dilakukan terhadap petugas Kantor Pertanahan 

Kota Pontianak dan Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Badan 

Keuangan Daerah Kota Pontianak yang telah menggunakan sistem informasi ini. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

a. Membangun sistem informasi untuk mempermudah proses pensertipikatan 

tanah aset Pemerintah Kota Pontianak. 

b. Mengetahui implementasi hasil rancangan sistem informasi berdasarkan respon 

pengguna. 

 

2. Manfaat penelitian ini antara lain: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pensertipikatan 

tanah aset Pemerintah Kota Pontianak. 

b. Pengembangan pengetahuan di bidang pertanahan melalui layanan elektronik 

dalam rangka pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kota Pontianak. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sistem infromasi dibuat untuk memberikan kemudahan pada pendaftaran 

tanah aset Pemerintah Kota Pontianak. Melalui sistem informasi yang telah dibuat, 

pemohon dapat melakukan pendaftaran tanah secara elektronik dengan upload 

dokumen persyaratan dan deliniasi bidang tanah yang dimohon, sehingga 

memudahkan proses pengumpulan data yuridis dan data fisik. Selain itu, pemohon 

dapat melakukan monitoring posisi berkas yang sedang dalam proses pendaftaran 

tanah di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Rancang bangun sistem informasi 

dibuat mengikuti alur pelaksanaan pendaftaran tanah melalui beberapa tahapan, 

meliputi (a) perencanaan dengan melakukan analisis kebutuhan pengguna dan 

kebutuhan sistem; (b) perancangan dengan membuat basis data, desain user 

interface, dan pemodelan menggunakan unified modelling language (UML); (c) 

pengujian sistem menggunakan blackbox testing dan evaluasi pengguna terhadap 

kelompok uji coba; dan (d) implementasi terhadap pengguna. 

Implementasi dari Sistem Informasi Sertipikasi Tanah Aset Pemerintah 

Kota Pontianak yaitu dapat menyajikan tampilan user interface yang menarik, serta 

mampu menghubungkan antara sistem dan pengguna. Sistem informasi ini mampu 

melakukan integrasi data dengan menampilkan daftar aset dan dapat membedakan 

antara tanah aset yang sudah atau belum diajukan pendaftaran tanah. Disamping 

itu, integrasi data juga dilakukan terhadap tanah terdaftar (sudah bersertipikat) 

untuk dilakukan pengecekan terhadap daftar hak dan daftar nominatif pindah desa. 

Melalui sistem informasi ini dapat memudahkan pengumpulan data yuridis dan data 

fisik. Sistem informasi ini juga menyediakan fitur pelaporan yang dapat diakses 

oleh semua akun dan dapat menyajikan pelaporan sesuai dengan kebutuhan. Selain 

itu, sistem penyimpanan warkah dapat dilakukan secara elektronik sehingga dapat 

menyajikan warkah digital. Hasil evaluasi dari respon pengguna menggunakan alat 

bantu kuisioner dan diolah dengan skala likert. Hasil pengolahan data diperoleh 

rata-rata indeks sebesar 91% yang berarti masuk dalam kategori sangat baik. 
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B. Saran 

1. Perlu dibuat kerangka regulasi yang disepakati bersama oleh pihak Kantor 

Pertanahan Kota Pontianak dan Pemerintah Kota Pontianak untuk penggunaan 

sistem informasi ini. 

2. Kementerian ATR/BPN dapat mengadopsi sistem informasi yang dirancang oleh 

peneliti agar dapat menyediakan layanan elektronik untuk pendaftaran tanah aset 

miliki Pemerintah, BUMN/BUMD, Departemen, dan Kementerian/Lembaga 

Lain. Tujuannya ialah untuk percepatan legalisasi aset dan perwujudan sertipikat 

elektronik, serta integrasi data pertanahan dapat dilakukan secara otomatis 

karena dapat diintegrasikan dengan data pertanahan yang terdapat di Aplikasi 

KKP. 

3. Dapat dilakukan pengembangan fitur tampilan spasial terhadap bidang tanah 

yang sudah dipetakan. 

4. Sistem informasi ini memungkinkan untuk dikembangkan penggunaannya untuk 

pendaftaran tanah aset pemerintahan lainnya, seperti tanah aset BUMN/BUMD, 

Departemen, dan Kementerian/Lembaga Lain. 

5. Sistem informasi ini memungkinan untuk dilakukan pengembangan integrasi 

data terhadap host to host BPHTB, aplikasi  PBB, dan data informasi tanah aset 

yang bermasalah atau dalam sengketa (baik sedang berperkara ataupun terjadi 

penyerobotan di lapangan).
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